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 ABSTRAK 
 
Maraknya pedagang kaki lima (PKL) berbuntut pada munculnya berbagai 
masalah dan persoalan bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang 
semerawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan. 
Fenomena pedagang kaki lima (PKL) telah banyak perhatian karena tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tutntutan 
penyelenggaraan otonomi. Pemerintah kota yang mengatur dalam penataan 
pedagang kaki lima (PKL), maka ini adalah masalah pemerintah kota Bandar 
Lampung dalam penataan pedagang kaki lima (PKL). 
Dengan melihat kondisi sosiologis masyarakat kota Bandar Lampung adalah 
masyarakat religius secara normatif masyarakat yang religius itu taat pada ajaran 
agama yang mengedepankan kebersihan, ketertiban, ketaatan, dan aturan-aturan 
yang telah digerakkan pemerintah dan tidak bertentangan dengan agama. Sikap 
menentang dan memberontak kepada pemerintah adalah perbuatan yang dilarang 
oleh agama. Sikap menentang dan memberontak kepada pemerintah adalah 
perbuatan yang diharamkan dalam syariat islam. Hal ini berdasaarakan isi hadist 
“Ubadah bin Shamit yang di riwayatkan oleh Imam Al Bukhary dan Imam 
Muslim” 
Permasalahan yang diteliti dalam pembahasan ini yaitu bagaimana 
pengelolaan pedagang kaki lima berdasarkan perda No. 02 Tahun 2012 tentang 
PKL dan bagaimana pengelolaan pedagang kaki lima berdasarkan perda No. 02 
Tahun 2012 menurut Fiqh Siyasah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
pengelolaan PKL Pasar tugu berdasarkan perda No. 02 Tahun 2012 dan untuk 
mengetahu pengelolaan PKL berdasarkan perda No. 02 Tahun 2012 menurut Fiqh 
Siyasah. 
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian field research. Sifat penelitian 
bersifat Deskriptif analistis. Data di ambil dari dua sumber yaitu data primer dan 
sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode 
penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang 
terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir induktif. 
Dari penelitian ini telah disimpulkan bahwa dalam Perda No.02 Tahun 2012 
sudah sangat jelas bahwa PKL memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang ahrus 
ditepati, hanya saja dalam lapangannya masih banyak PKL bahkan dari pihak 
pemerintahnya tidak menjalankan poin-poin dalam undang-undang dengan baik, 
sehingga pasar Tugu masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib. Ditinjau juga dri 
Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam undang-undang 
No.02 Tahun 2012, telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, dalam 
pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan 
ketentuan Fiqh Siyasah. 
 
 
 
 
 
 
 
 MOTTO 
 ٌَّ ِإ ه َّللّٱ  ْأ ُّد هُؤت ٌهأ ۡىُكُشُيۡأهٚ ِت َٰهُ َٰهيهۡلۡٱ  ٍه ۡٛ هب ُىت ًۡ هك هح اهرِإ ٔه  اهِٓه ْۡ هأ ٰٓ َٰٗ هِنإ ِطاَُّنٱ  ِب ْإ ًُ ُكۡحهت ٌهأ  ِلۡذ هعۡنٱ  ٌَّ ِإ ه َّللّٱ 
 ِّ ِب ىُُكظِعهٚ ا ًَّ ِعَِ ٰۦٓ  ٌَّ ِإ ه َّللّٱ  اٗشِٛصهب ا َۢهعٛ ًِ هس ٌه ا هك٩٥  : ءاسُنا(٩٥) 
“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar 
lagi Maha Melihat”1 
 
(Q.S. AN-Nisa (4) : 58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Terjemahan, (Bandung: PT. Cordoba Internasional 
Indonesia), hlm. 100 
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     BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, 
terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung 
di dalam skripsi ini. Penjelasan judul skripsi ini penting dikarenakan agar 
pembaca dapat memahami makna dari istilah-istilah yang terkandung di 
dalam skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah: 
Pelaksanaan peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang 
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqih Siyasah (Studi di 
Pasar Tugu Bandar Lampung). Adapun pengertiannya antara lain: 
Pelaksanaan, proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, 
keputusan, dsb)
2
 
Peraturan daerah, peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama 
Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ Wali Kota)
3
 
No 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, 
yaitu salah satu bentuk kebijakan Pemerintah kota Bandar Lampung 
sebagai upaya menangani penertiban PKL di Bandar Lampung
4
 
                                                             
2
 Pusat Bahasa Departemen Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 
Jakarta,2003),hlm. 774 
3
KBBI online, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggal 4 September 2019  
4
 Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 
 Fiqih Siyasah, adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur 
hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk 
mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. 
Berdasarkan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul skripsi 
ini, sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang dimaksud dengan judul 
skripsi ini adalah kajian secara ilmiah mengenai pelaksanaan Perda No.02 
tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima menurut Fiqh 
Siyasah, dengan objek kajian pedagang kaki lima di Pasar Tugu Bandar 
Lampung. 
B.  Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
Menguraikan dampak pelaksanaan dari kebijakan peraturan 
daerah No 2 Tahun 2012 terhadap pedagang kaki lima di daerah Pasar 
Tugu Bandar Lampung, kondisi Pasar Tugu Bandar Lampung yang 
sangat tidak beraturan, tidak tertib yang tidak sesuai dengan peraturan 
daerah No. 02 tahun 2012. 
Memahami dan memperluas wawasan terkait tentang peraturan 
daerah mengenai pengelolaan pedagang kaki lima di Bandar Lampung. 
2. Alasan Subjektif  
Permasalahan ini masih belum ada yang membahasnya 
khusunya di Fakultas Syari‟ah UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 
selain itu juga sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan strata satu 
 dan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai 
mahasiswa Fakultas Syari‟ah jurusan Siyasah. 
C. Latar Belakang 
Keberadaan PKL menimbulkan masalah sosial di antaranya dari 
sisi tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dipandang menghambat 
lalu lintas, merusak keindahan kota, membuat lingkungan menjadi kotor 
akibat membuang sampah sembarangan. Untuk mengatasi masalah sosial 
yang ditimbulkan oleh PKL pemerintah seringkali mengambil kebijakan 
yang kurang menguntungkan bagi PKL, terutama dalam program penataan 
kota. Hal ini dapat terjadi karena kurang komprehensifnya pengetahuan 
tentang keberadaan PKL.  
Kota Bandar lampung yang terus mengalami kemajuan dalam hal 
pembangunan, namun juga memiliki berbagai masalah sosial yang 
kompleks. Salah satu masalah tersebut adalah penataan PKL. Pemerintah 
Kota Bandar lampung telah mengeluarkan kebijakan untuk menangani 
gangguan dari kegiatan ekonomi informal PKL tersebut, mulai dari  model 
penggusuran yang selama ini banyak dialami PKL sampai dengan 
memberikan pendidikan dan pelatihan tentang menjaga ketertiban dan 
keteraturan kepada PKL. 
Keberadaan PKL yang dinilai cukup mengganggu ketertiban, 
kenyamanan dan keindahan kota, salah satunya di Pasar Tugu Kota Bandar 
Lampung Kegiatan PKL di Pasar Tugu ini sering kali tidak mengindahkan 
aturan yang ada, misalnya membuka lapak jualan sampai di badan jalan 
 dan tidak memperhatikan kebersihan, sehingga mengganggu pengguna 
jalan dan ketertiban. Namun di sisi lain PKL juga memiliki hak untuk 
bertahan hidup, PKL memiliki hak untuk mensejahterakan keluarga. 
Salah satu kebijakan Pemerintahan Kota Bandar Lampung dalam 
menangani masalah PKL, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah 
Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. 
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, kegiatan usaha PKL dapat 
dilakukan di lokasi yang diterapkan oleh walikota Lokasi PKL yang 
ditetapkan oleh Walikota Lokasi PKL yang ditetapkan oleh Walikota 
tersebut meliputi: 
1. Kawasan yang disediakan khusus oleh pemerintah daerah dengan 
pedoman pada Rencana Tata Ruang/Wilayah 
2. Kawasan pasar modern 
3. Kawasan pasar tradisional 
4. Lokasi yang ditentukan atau diizinkan pemerintah daerah pada jam-
jam tertentu 
5. Kawasan pada event atau kegiatan keramaian yang sifatnya insidental 
Banyaknya PKL yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah 
daerah seperti pada Pasal 10 yang mengatur pedagang kaki lima dalam 
menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman dan ketertiban lingkungan 
sekitarnya, menyediakan tempat sampah dan lain sebagainya. Hal ini 
menjadi contoh nyata dalam kesenjangan peraturan pemerintah daerah 
 dengan kondisi yang ada di lapangan.  Khsusnya di daerah Pasar Tugu 
Bandar Lampung. 
Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 
Objek kajian Fiqh Siayasah secara substansial berkaitan dengan 
ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut: 
1. Hak-hak individu dalam bernegara; 
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara; 
3. Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu negara; 
4. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi 
mencapai ledersitas suatu pemerintahan; 
5. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan 
negara; 
6. Pelaksanaan demokrasi politik; 
7. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan 
8. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.5  
Masalahnya sekarang adalah bagaimana ketentuan perundang-
undangan itu diterapkan? Apakah dalam praktek semua ketentuan-
ketentuan itu telah dilaksanakan dengan baik? Adakah kendala di 
lapangan? Semuanya itu memerlukan kajian tersendiri. Untuk itulah dalam 
                                                             
5
 Saebani, Beni Ahmad, Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung, Pustaka 
Setia, 2008), hlm 36 
 kesempatan ini penulis mengangkat topik tersebut dan membahasnya 
dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah No.02 
Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Fiqh 
Siyasah (Studi Pasar Tugu Kota Bandar Lampung)”. 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu Bandar 
Lampung berdasarkan Perda No.02 Tahun 2012 Tentang PKL? 
2. Bagaimana Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda 
No.02 tahun 2012 Menurut Fiqh Siyasah ? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan penelitian: 
a. Untuk mengetahui bagaiman pengelolaan Pedagang Kaki Lima di 
Pasar Tugu Bandar Lampung berdasarkan Perda No. 02 Tahun 
2012 Tentang PKL ? 
b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pedagang Kaki Lima 
Berdasarkan Perda No. 02 tahun 2012 Menurut Fiqh Siyasah ? 
2. Tujuan kegunaan penelitian ini adalah: 
a. Kegunaan secara teoritis untuk mengetahui sejauh manakah 
dampak dari pelaksanaan kebijakan Perda No 02 Tahun 2012 
khususnya di Pasar Tugu Bandar lampung 
b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis 
untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan 
studi di fakultas Syari‟ah. 
 F. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan 
pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Untuk 
menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang 
sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 
Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data 
dari lokasi atau lapangan.
6
 Adapun lokasi penelitian ini adalah 
Pasar Tugu Bandar Lampung yaitu sebagai sumber data primer, 
sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku hukum dan 
buku-buku lain yang secara lagsung maupun tidak langsung ada 
hubungannya dengan pokok permasalahan. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yang dimaksud 
dengan deskriptif adalah suatu metode menggambarkan sifat 
sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan 
memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu secara sistematis 
dan objektif.
7
 Dalam penelitian ini akan digambarkan secara tepat 
                                                             
6
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 dan jelas bagaimana bentuk pelasanaan Peraturan Daerah No 2 
Tahun 2012 di Pasar Tugu Bandar Lampung. 
2. Data dan Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 
tertentu diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan yang baik berupa 
fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. 
Data pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data 
primer dan sekunder .  
a. Data primer , yaitu data peneltian yang diperoleh secara langsung 
dikumpulkan dari lapangan.
8
 Data ini umumnya diperoleh dari 
hasil wawancara dengan Dinas Pasar di Pasar Tugu, Pedagang, dan 
masyarakat sekitar Pasar Tugu Kota Bandar Lampung. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur dan tulisan 
yang berkenaan dengan tema penelitian ini serta data yang ada 
pada Dinas Pasar di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung. 
3. Populasi dan Sample 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-
satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga 
atau di teliti.
9
 Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek 
indvidu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap 
yang akan di teliti. Adapun yang akan menjadi populasi dari 
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 penelitian ini yaitu Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu Kota 
Bandar Lampung, pengelola Pasar Tugu Bandar Lampung yang 
berjumlah 290. 
Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian 
terhadap populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar 
populsai tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak 
memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian 
besarnya populasi  saja, yang biasa disebut dengan sample. 
b. Sampel 
Sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, 
penetuang sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus 
sehingga layak dijadikan sampel.
10
 Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik sampling dimana dari Pasar Tugu yang 
menjadi sampel adalah 29 orang berdasarkan 10% dari populasi 
yang terdiri dari, 4 Aparatur Pengelola UPT Pasar Tugu, 1 Satpol 
PP, dan 24 pedagang kaki lima  
4. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi, adalah tinjauan langsung ke lokasi penelitian sebelum 
diadakannya penelitian atau pencarian data di lapangan. Metode 
observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak 
mengetahu secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. 
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 b. Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 
wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat 
pokok-pokok masalah yang diteliti, selanjutnya dalam proses 
wawancara berlangsung mengikuti situasi. Wawancara yang di 
maksud untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil 
kuesioner dalam penelitian ini. 
c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau 
mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan 
dengan melihat dokumen seperti monografi, catatan serta buku-
buku yang ada. 
5. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 
ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. 
Data yang kemudian dikumpulkan umumnya dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu pengecekan data yang telah di kumpulkan, karena 
kemungkinan data yang termasuk atau terkumpul itu tidak logis 
dan meragukan
11
 
b. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para 
responden kedalam kategori-kategori
12
 atau memberikan catatan 
atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan 
masalah. 
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 c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur 
berurutan dan sistematis. 
d. sistematis Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahan berdasarkan urutan masalah
13
 
Setelah data terkumpul, di koreksi, di evaluasi dan di olah yang 
sesuai dengan permasalahan. Setelah itu memberikan catatan khusus 
berdasarkan dengan permasalahan data dan rumusan masalah. 
Kemudian di susun ulang secara teratur sehingga menjadi sebah 
pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara 
sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan 
demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. 
6. Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian di 
maksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok 
masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini di gunakan untuk 
mengolah data yang telah di temukan peneliti selama melakukan 
penelitian yang nantinya akan dirumuskan  dan dapat mengambil 
kesimpulan tentang permasalahan yang di teliti 
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi 
gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa 
kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data 
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 yang diperoleh. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa metode 
deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang 
bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di 
lapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan 
menyusun suatu keadaan secara distematis sesuai dengan teori yang 
ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Fiqh Siyasah 
1. Pengertian Fiqh Siyasah 
Kata fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa 
pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”. Kata “faqaha” 
diungkapkan dalam Al-Qur‟an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya 
digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil 
manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti 
(qath‟i),merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). 
Menurut istilah fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-
hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya 
yang rinci (tafsili). 
Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian 
atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan 
pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.
14
 Secara 
terminologis, fiqh adalah pengetahuan yang sesuai dengan syara‟ 
mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang 
tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang 
diambil dari sumbernya, Al-Qur‟an dan As-Sunnah). Jadi, fiqh 
menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam 
                                                             
14
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung, Pustaka 
Setia, 2008), hlm 13 
 yang bersumber dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang disusun oleh 
mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqh 
adalah ilmu penegtahuan mengenai Islam. 
Fiqh sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum 
Islam partikular dan praktis yang di-istinbath dari dalil-dalil yang 
terperinci. Menurut Abdul Halim Uways, fiqh yang merujuk kepada 
dalil-dalil qath‟i akan melahirkan fiqh statis, sedangkan jika merujuk 
kepada dalil-dalil yang zhanni, fiqh menjadi dinamis.  
Fiqih juga didefinisikan sebagai  upaya sungguh-sungguh dari 
para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara‟ 
sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan 
hukum Islam. Karena fiqih bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap 
hukum syara‟ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan 
situasi dan kondisi manusia itu sendiri. 
Karena fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan 
ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok 
atau dasar-dasar (ushul) syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. 
Sebab, spesialisasi fiqh di bidang furu‟ (cabang-cabang/ 
partikularistik) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu fiqh 
terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur furu‟. 
Karena itu pula, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan 
perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam 
berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. 
 Adapun syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh diubah 
atau diganti. 
Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, 
mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan 
kebijaksanaan.
15
 Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa 
tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat 
kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup 
sesuatu. 
Secara linguistik, siyasah artinya megatur, mengendalikan, 
mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa 
al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah 
menurut bahasa mengandung beebrapa arti, yakni bisa diartikan 
memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengadilan.  
Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana uraian 
ayat-ayat Al-Qur‟an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan 
pada ayat-ayat yang berakar hukum. Siyasah adalah pengurusn 
kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai degan syara‟demi 
terciptanya kemashlahatan.
16
 
Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan 
bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk 
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.17  
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 Dari penegrtian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu: 
1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat; 
2. Pengendalian negara; 
3. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan 
bernegara; 
4. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk 
mengendalikan kehidupan warga negara; 
5. Pengaturan hubungan antar negara; 
6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.18 
Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara 
pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara 
untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan 
lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk 
kemaslahatan umat.
19
 Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari 
sisi syari‟ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib 
melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan 
tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari‟ah, 
semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth‟i baik wurud 
maupun dalalahnya; 
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 b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu 
berdasakan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak 
meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan 
menghindarkan mudarat; 
c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan 
kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa 
dilaksanakan.
20
 
Berdasakan penegrtian etimologi dan terminologi di atas dapat 
ditarik keismpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam 
yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan 
kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada 
khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh 
pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran 
Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 
menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 
dijalaninya. 
Literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dengan dua jenis 
siyasah. Pertama, siyasah syar‟iyah yaitu siyasah yang proses 
penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, 
siyasah wadh‟iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran 
manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak 
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 memperhatikan norma dan etika agama. Siyasah syar‟iyah dan siyasah 
wadh‟iyah hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah 
atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, 
seperti ara‟ahl basher atau yang biasa disebut dengan pandangan para 
ahli atau pakar, al‟urf (uruf), al‟adah (adap), al-tajarib (pengalaman-
pengalaman). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan 
lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang. 
Setiap produk siyasah syar‟iyah pastilah Islami. Namun tidak 
demikian dengan siyasah wadh‟iyah. Siyasah wadh‟iyah sangat boleh 
jadi bertentangan dengan ajaran islam karena dalam proses 
penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau 
norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap siyasah wadh‟iyah 
pasti tidak Islami. Siyasah wadh‟iyah  bisa saja bernilai Islami atau 
dapat dikategorikan sebagai siyasah syar‟iyah selama memenuhi enam 
macam kriteria sebagai berikut: 
a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki 
dengan syariat Islam; 
b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan 
hukum dan pemerintahan; 
c. Tidak memberatkn masyarakat; 
d. Untuk menegakkan keadilan; 
e. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan 
kemudharatan; 
 f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah. 
Di samping berbeda sumber pembentukannya, siyasah 
syar‟iyah dan siyasah wadh‟iyah juga dapat dibedakan dari tujuan 
yang hendak digapainya. Siyasah syar‟iyah bertujuan megantarkan 
rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah 
wadh‟iyah hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai 
kebahagiaan duniawi saja. 
Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh 
kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak 
patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah 
yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu 
yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara 
yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana 
demikian. 
Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba 
lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti 
ketatanegaraan.
21
 Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah 
terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. 
Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan 
tidak bertentangan dengan syari‟at Islam yang menyangkut tentang 
prinsip fiqh siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip tersebut 
bersumber dari Al-Qur‟an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut 
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 menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas 
bumi ini. Kita sebagai umar manusia wajib untuk menjalankan amal-
amal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita. Seperti ayat 
berikut ini: 
 ٦٪  ُجِنُٕت  هم ۡٛ َّنٱ  ِٙف ِساه َُّٓنٱ  ُجِنُٕت ٔه هساه َُّٓنٱ  ِٙفٱ  ِم ۡٛ َّن  ُجِشُۡخت ٔه َّٙ هحۡنٱ  ٍه ِي ِتِّٛ ًه ۡنٱ  ُجِشُۡخت ٔه
 هتِّٛ ًه ۡنٱ  ٍه ِي  ِّٙ هحۡنٱ  ٖبا هسِح ِش ۡٛ هغِب ُءٰٓا هشهت ٍ هي ُقُصۡشهت ٔه٦٢  ااشيلإا(٦٪) 
Artinya : “Katakanlah: Ya Tuhan yang memiliki segala kekuasaan, 
engkau berikan kekuasaan kepada barang siapa yang engkau 
kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari barang siapa yang 
Engkau kehendaki dan Engkau muliakan barang siapa yang Engkau 
kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya 
Engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa.
22
 
Selain ayat di atas, ayat berikut ini juga menjelaskan bahwa 
Allah akan memberikan imbalan yang setimpal bagi orang-orang yang 
memperbanyak amal sholeh di dunia. 
 ٩٨  هذ هع ٔه  ُ َّللّٱ  ٍه ِٚزَّنٱ  ْإُه ًِ هع ٔه  ۡىُكُِي ْإُُ هيا هء ِت َٰهحِه
ََّٰصنٱ  ِٙف ُۡى َّٓ ُهِفهۡخهتۡسه ٛهن ِضۡسهۡلۡٱ  اًه هك
 هفههۡخهتۡسٱ  ٍه ِٚزَّنٱ  ُُى ٓهُِٚد ُۡى ٓهن ٍَّ هُ ِّك ًه ُ ٛهن ٔه  ۡى ِٓ ِهۡبهق ٍِيِ٘زَّنٱ  َٰٗ هضهتۡسٱ  ِذۡعهب ٍَۢ ِّي ُى َّٓ ُهن ِّذهُب ٛهن ٔه  ُۡى ٓهن
 ۡىِٓ ِف ٕۡ هخ ٛۡ هش ِٙب ٌه ُٕكِشُۡشٚ هلَ ِٙ ُهَُُٔذبۡعهٚ  ا ُٗ ۡيهأٗ ُُىْ ه ِك
ٰٓ َٰهن ْٔ ُ أهف ه ِن َٰهر هذۡعهب هشهف هك ٍهي ٔه   ا ٌه ُٕقِس
َٰهفۡنٱ 
٩٩  : سُٕنا(٩٩) 
Artinya : “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman 
di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia 
sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di  muka bumi, 
sebagaimana Dia telah menjadikan ornag-orang sebelum mereka 
berkuasa, dna sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka, dan Dia 
benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam 
ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku 
dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun degan Aku. Dan 
barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah 
orang-orang yang fasik”23 
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 Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai 
macam bentuk, jenis kelamin, bangsa, suku, ras, ataupun yang lainnya 
tetapi kita haruslah tetap harus saling mengenal, karena agama Islam 
mengajarkan manusia menjadi umat yang satu. Di tengan keberagaman 
tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-
orang disekitarnya. Namun menjadi seorang pemimpin tidaklah 
mudah, harus mempunyai syarat tersendiri, seperti ayat Al-Qur‟an 
berikut: 
 اهُّٓ ٚهأٰٓ َٰهٚ۞ ٍه ِٚزَّنٱ  ِب ٍه ِٛي ََّٰٕ هق ْإَُُٕك ْإُُ هيا هء ِظِۡسقۡنٱ  ِٔ هأ ۡىُكُِسف َهأ ٰٓ َٰٗ هه هع ٕۡ هن ٔه  ِ َِّللّ هءٰٓاهذهُٓش ٍِ ۡٚ هذِن َٰٕه ۡنٱ 
 ٔه  ٍه ِٛب هشۡقهۡلۡٱ  هف اٗشِٛقهف ۡٔ هأ اًُِّّٛ هغ ٍۡ ُكهٚ ٌِإ ُ َّللّٱ  ْإُعِبَّتهت هلَهف  ا ًه ِٓ ِب َٰٗ هن ۡٔ هأ ٰٓ َٰٖ ٕه هٓۡنٱ  ُنِذۡعهت ٌهأ 
 
ْإ  ٌِإ ٔه
 ُٕ ۡههت ْا ٰۥٓ  ٌَّ ِئهف ْإُضِشُۡعت ۡٔ هأ ه َّللّٱ  اٗشِٛب هخ ٌه ُٕه ًه ۡعهت ا ًه ِب ٌه ا هك٥٧٩  : ةذئاًنا(٩٩) 
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-
orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. 
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 
(kata0kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”24 
Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan 
bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan 
tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis 
pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-
masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman 
mereka.
25
 
2. Objek dan Bidang Bahasan Fiqh Siyasah  
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 Setiap ilmu pstinya mempunyai objek dan bidang bahasannya, 
begitu pula dengan fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang 
otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Fiqh siyasah mengkhususkan 
diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ihwal dan seluk 
beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan. Fiqh siyasah memiliki 
persamaan dengan fiqh pada umumnya dan dengan siyasah syar‟iyah, 
yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqh berbeda dengan fiqh 
siyasah pada umumnya terdapat pada kajiannya.  
Kajian fiqh siyasah sangatlah kuat dan umum, termasuk 
didalamnya megkaji tentang fiqh siyasah. Sementara  kajian fiqh 
siyasah sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas tentang 
masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam. 
Menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek kajian fiqih 
siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang 
dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran 
agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan dan untuk memenuhi 
kebutuhan mereka. Hasbi Ash Shiddieqy meyatakan, objek-objek 
kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala 
urusan pentafsirannya, dengan mengingat persesuaian pentafsiran itu 
dengan jiwa syari‟ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan 
tidak berlawanan dengan suatu mash dari nash-nash yang merupakan 
syari‟ah amah yang tetap. 
 Dari pandangan-pandangan tersebut memberi gambaran bahwa 
objek bahasan fiqh siyasah secara garis besar adalah pengaturan dan 
perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil 
dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan 
pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatur hubungan 
antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing 
dalam usaha mencapai tujuan negara.
26
 
Objek kajian Fiqh Siyaasah secara substansial berkaitan dengan 
ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut: 
a. Hak-hak individu dalam bernegara; 
b. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara; 
c. Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu negara; 
d. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi 
mencapai ledersitas suatu pemerintahan; 
e. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat 
dan negara; 
f. Pelaksanaan demokrasi politik; 
g. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan 
h. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.27 
3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Fiqh 
Siyasah  
Dalam menjalankan pemerintahan di dalam suatu lembaga 
haruslah memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya. Tata cara 
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 ataupun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai 
dengan Undang-Undang yang berlaku, tapi juga haruslah sesuai 
dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang 
sesuai dengan syariat Islam tersebut yaitu meliputi tata cara 
pemerintahan dalam konteks pemimpin, dimana secara umum 
seoranag pemimpin dalam mengemban tugasnya senantiasa harus 
beroriensiasi pada terwujudnya kemaslahatan warganya baik secara 
fisik matrial maupun secara mental spiritual (kejiwaan). Hal ini sejalan 
dengan Qaidah fiqh. Adapun dalam mewujudkan kemaslahatan itu, 
syara‟ menetapkan prinsip-prinsip kuliyah yaitu: 
a. Semua yang megandung madlarat harus dijauhi atau di hilangkan 
b. Dalam menghindari dan menghilangkan yang madlarat ditempuh 
pula prinsip-prinsip: 
1) Dalam menghilangkan yang madlaratnya, tidak boleh dengan 
menempuh madlarat yang sama atau yang lebih berat 
madlaratnya. 
2) Dalam menghilangkan madlarat yang umum bolrh ditempuh 
dengan madlarat yang khusus, atau yang lebih ringan, bila tidak 
ada jalan lain. 
c. Menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan 
daripada sekedar mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus 
menolak kemadlaratan. 
 d. Pada prinsipnya dalam mencapai kemaslahatan, segala yang 
mendatangkan kesulitan hidup dihilangkan.
28
 
Menurut Al-Baqilani, pengetahuan seorang khalifah tentang 
keistimewaan sifat-sifat pribadi seorang calon penggantinya tidak bisa 
dijadikan sebagai dasar untuk mengangkat khalifah. Namun 
pengangkatan bisa dilakukan melalui penunjukan yang disertai 
perjanjian. Sebagai langkah alternatif, khalifah dapat dipilih oleh 
kelompok yang melepas dan mengikat terdiri atas para imam 
Ahlisunnah, siapapun mereka tetapi bisa dipastikan meliputi ulama 
senior. Pemilihan semacam ini dianggap sah, bahkan bila dilaksanakan 
hanya oleh satu orang selama disaksikan oleh banyak umat Islam. 
Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala Negara meurut Al-
Mawardi memiliki tujuh syarat berikut ini, yaitu: 
a. Adil dengan segala persyaratannya; 
b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum 
dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan; 
c. Sehat pancaindranya baik pendengaran, penglihatan, lisannya agar 
dapat digunakan sebagaimana mestinya; 
d. Sehat anggota badannya dari kekurangan-kekurangan yang dapat 
mengganggu geraknya; 
e. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan 
kemaslahatan; 
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 f. Kebenaran dan punya tanggung jawab dan tabah di dalam 
mempertahankan negara dan memerangi musuh; 
g. Nasab, imam itu harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan 
ijma.
29
 
Setelah semuanya terpenuhi, barulah seseorang bisa 
mencalonkan ataupun dicalonkan untuk menjadi kepala Negara. 
Namun menjadi kepala Negara tidaklah mudah, harus memenuhi 
segala kewajibannya. Menurut Al-Mawardi kewajiban-kewajiban 
imam tersebut adalah: 
a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-
apa yang telah disepakati oleh umat salaf; 
b. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang 
bersengketa  dan menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan 
terlaksana secara umum; 
c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan 
tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat 
bepergian dengan aman tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau 
hartanya; 
d. Menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani 
melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan 
dan kerusakan; 
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 e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup agar musuh tidak 
berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau 
nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim 
(mu‟ahid); 
f. Memerangin orang yang menentang Islam setelah dilakukan 
dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan 
tidak pula jadi kafir dzimi; 
g. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara 
atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu; 
h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemebrian untuk orang-orang 
yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta 
membayarkannya pada waktunya; 
i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di 
dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan 
kekayaan negarakepada mereka; 
j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam 
membina umat dan menjaga agama.
30
 
Terlepas dari itu semua, seorang pemimpin haruslah memiliki 
sikap adil kepada semua warga, sikap adil kepada semua warga, tanpa 
membedakan ras, suku ataupun agama. Adil yang pemberian beras 
raskin kepada orang-orang miskin. Dari sikap adil itulah akan tercipta 
rasa persatuan dan persaudaraan antar muslim. Setiap warga berhak 
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 menerima suatu persamaan, bukan berarti orang kaya mendapatkan 
perlakuan yang istimewa sedangkan orang miskin diperlakukan 
sewenang-wenang. 
31
 
Selain itu, pemimpin haruslah memiliki prinsip tolong 
menolong dan membela yang lemah, bukan malah menindas rakyat 
yang lemah dan membela rakyat yang keadaan ekonominya lebih 
mampu agar terciptanya perdamaian tanpa adanya peperangan antar 
umat manusia, misalnya hak untuk hidup, hak atas milim pribadi dan 
hak mencari nafkah, serta hak mengeluakan pendapat di muka umum.  
Adapun seorang pemimpin ingin memilih atau menetapkan 
seorang pejabat dalam melaksanakan suatu urusan, pemimpin haruslah 
melihat apakah orang tersebut bisa dipercaya atau tidak, jika orang 
tersebut bisa dipercaya barulah bisa diberi tanggungjawab untuk 
menjadi pejabat dalam melaksanakan suatu urusan. 
Pada masa pemerintahan para Khalifah Ar-Rasyidin, mereka 
menerapkan beebrapa prinsip konstitusional beberapa prinsip 
konstitusional, yaitu: 
a. Prinsip persamaan hak antar individu rakyat, baik sebagai pejabat 
atau sebagai rakyat, dalam ketundukan sebagai syari‟at Islam. 
Manusia di hadapan syari‟at Allah adalah sama, tidak ada 
pengistimewaan untuk seseorang, siapapun dia; 
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 b. Prinsip musyawarah yang diwajibkan oleh nash-nash Al-Qur‟an 
dan hadist-hadist Nabi yang shahih sebagai kewajiban ke Islam an 
atas para penguasa dan rakyat; 
c. Prinsip pengawasan atas para aparat khalifah dan itu adalah 
kewajiban ke Islam an; 
d. Prinsip kejujuran, bahwa penguasa atau pemerintah wajib jujur dan 
bersikap amanah terhadap rakyat. Tanpa sifat jujur dan terus terang 
anatara pemerintah atau rakyat pasti tidak akan tercipta makna 
musyawarah, tidak akan terwujud makna partisipasi politik yang 
benar, dan tidak akan tercipta saling tolong-menolong anta 
keduanya; 
e. Prinsip taat kepada hakim atau pemerintah dalam hal kebaikan dan 
kewajiban menolak taat dalam hal yang bukan kebaikan atau dalam 
maksiat; 
f. Prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku 
adil; 
g. Prinsip wajib jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah merupakan 
salah satu sifat yang hanya khusus di miliki oleh orang-orang yang 
beriman dan jujur dalam keimanannya; 
h. Prinsip menjauhi sikap kufur. Umat-umat terdahulu terhadap 
nikmat-nikmat Allah banyak yang melakukan sikap kufur, tdak 
 menekuni semua perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. 
Membawa mereka kepada ketakutan dan kelaparan.
32
 
Dalam siyasah dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang 
berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim 
dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai 
politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu 
negara tertentu. 
Sumber hukum fiqh dusturiyah adalah Al-qur‟an, yaitu ayat-
ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan 
kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-qur‟an. 
Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah 
terjamin dan terpelihara dengan baik.  
fiqh dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-
undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-
undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khalaf Wahab, 
prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-
undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota 
masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, 
tanpa membedakan steratifikasi sosoal, kekayaan, pendidikan, dan 
agama.  
Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan 
sumber-sumber kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk 
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 diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-
undangan, maupun sumber penafsirannya. 
Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi 
pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti pesoalan dalam 
sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara 
pemerintah dan rakyat yang diperintah yag harus menimbulkan 
kemaslahatan bersama.  
Adapun ayat al-qur‟an yang berkenaan dengan pemimpin 
terkait dengan siyasah dusturiyah ialah: 
اهُّٓ ٚهأٰٓ َٰهٚ  ٍه ِٚزَّنٱ  ْإُعِٛطهأ ْا ٰٕٓ ُُ هيا هء ه َّللّٱ  ْإُعِٛطهأ ٔه هلُٕس َّشنٱ  ِٙن ْٔ ُأ ٔه ِشۡيهۡلۡٱ  ِٙف ُۡىتۡع هض
َٰه ُهت ٌِئهف  ۡىُكُِي
 ٗهِنإ ُِٔ ُّدُشهف ٖء ۡٙ هش ِ َّللّٱ  ٔه ِلُٕس َّشنٱ  ِب ٌه ُُِٕيُۡؤت ُۡىتُُك ٌِإ ِ َّللّٱ  ٔه ِو ٕۡ هٛۡنٱ   ِشِخٰٓۡلۡٱ  ٞش ۡٛ هخ ه ِن
َٰهر
 هسۡحهأ ٔه ٍُ  ًّلَِٚٔ ۡأهت٩٥  : ءاسُنا(٩٥) 
 
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di 
antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikan kepada Allah (AlQur‟an) dan Rasul (sunnahnya), 
jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 
itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
33
 
 
 
Ayat tersebut jelas Allah memerintahkan agar kaum muslimin 
taat kepada-Nya, Rasul-Nya, dan ulil amri, yang dapat diartikan 
dengan pemerintahan diistilahkan sebagai yang mempunyai perintah 
sebab mereka mempunyai kekuasaan untuk memberi perintah sebab 
mereka mempunyai kuasa untuk memberi perintah dan melarang 
kepada rakyatnya yang bersumber  dari undang-undang, peraturan 
yang diputuskan bersama-sama untuk kemaslahatan rakyat. 
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 Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk 
kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam 
dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-qur‟an dan 
dijelaskan sunnah. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh ulil 
amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas 
kepemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat serta 
sejahtera. 
Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 
masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara 
lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan 
sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi 
(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan 
syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan 
tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara 
hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah 
dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. 
34
 
Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan 
sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik 
sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun 
maupun sumber penafisrannya. Sumber material adalah hal-hal yang 
berkenaan dengan materi konstitusi ini adalah peraturan tentang 
hubungan antara pemerintahan dan rakyat yang diperintah. Perumusan 
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 konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah 
neagra yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun 
kebudayaannya. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar 
1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang 
majemuk. Kemudian agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah 
undang-undang dasar yang akan dirumuskan harus mempunyai 
landasan atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat 
undang-undang atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang 
kuat undnag-undnag tersebut akan memilki kekuatan pula untuk 
mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan.  
Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-
undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota 
masyrakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, 
tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan 
agama. 
Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai 
bagian dai Fiqih Siyasah yang membahas masalah perundang-
undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya 
mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, 
ayturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan bentuk 
pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan 
mengenai pembagian kekuasaan. 
 Fiqih dusturiyah adalah kajian pertama dalam pembahasan 
fiqih siyasah. Hal yang amant penting dalam kaitannya dengan siyasah 
dusturiyah adalah pembuatan undnag-undang dan melahirkan 
kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan 
masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh 
pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri‟ karena 
secara definitif, tasyri‟ adalah kata yang diambil dari lafazh syar‟iah 
yang artinya “jalan yang lurus”. secara terminologi, tasyri‟  diartikan 
oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah 
bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantara 
Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut. 
Tasyri‟ dalam penegrtian syariah berarti membuat undang-
undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama 
yang disebut dengan tasri‟ samawiyy  maupun dari perbuatan manusia 
dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah tasyri‟ wad‟iyy. 
Pengertian di atas memebrikan pemahaman bahwa tasyri‟ merupakan 
proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariah. 
Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin di 
satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan 
yang terdapat dalam masyrakata. Pembahasan utama siyasah 
dusturiyah meliputi hal-hal di bawah ini: 
a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, 
berikut hak dan kewajibannya; 
 b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya; 
c. Kajian tentnag bai‟ah dari zaman ke zaman; 
d. Kajian tentang waliyul ahdi; 
e. Kejian tentang perwakilan atau wakalah; 
f. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd; 
g. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidentil dan 
parlementer; dan 
h. Kajian tentang pemilihan umum. 
Untuk melengkapi tujuan fundamental, berkaitan dengan kajian 
siyasah dusturiyah, upaya kajian dilengkapi dengan 
mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan 
kenegaraan yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan 
kondisi, diantaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya 
sebagai bagian dari sumber rujukan.  
4. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam 
menentukan ruang lingkup fiqh siyasah. Di antaranya ada yang 
membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang 
atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang 
membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. 
 Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip. Karena hanya bersifat 
teknis.
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Pembagian fiqh siyasah dapat disedehanakan menjadi tiga 
bagian pokok. 
a. Politik perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah) 
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum 
(tasyri‟iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha‟iyyah) pelh 
lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (idariyyah) oleh 
birokrasi atau eksekutif. 
b. Politik Luar Negeri (Siyasah Dauliyah) 
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga 
negara yang Muslim dengan waga non Muslim yang berbeda 
kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan 
hubungan diplomatik antar anegara Muslim dengan negra non 
Muslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional. Hukum 
perdata Internasional menyangkut permasalahan jual beli, 
perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga 
negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hungan 
internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam 
dalam masa damai dan perang. 
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 c. Politik Keuangan dan Moneter (Siyasah Maliyyah) 
Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos 
pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, 
kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan. 
B. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2012 
Dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945, 
hukum perundang-undangan meliputi UUD, Tap MPR, UU, Perppu, PP, 
Keppres, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala LNPD, dan Keputusan 
Direktur Jenderal dan seterusnya. UUD dan Tap MPR ditetapkan oleh 
MPR, sedangkan undang-undang dibentuk oleh Presiden dengan 
persetujuan DPR. Sementara itu, (Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang) ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam masa sidang 
berikutnya harus sudah mendapat persetujuan DPR. Jika disetujui Perppu 
meningkat statusnya menjadi undang-undang, dan jika ditolak oleh DPR, 
maka perppu itu harus dicabut dan tidak dapat lagi diajukan ke DPR dalam 
masa persidangan baerikutnya. 
Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan sendiri oleh Pemerintah 
tanpa ahrus disetujui DPR. PP biasanya dibuat atas perintah UU atau untuk 
melaksanakan suatu UU. Oleh karena itu, PP tidak bisa berdiri sendiri 
tanpa pendelegasian materiil dari UU yang sudah ada lebih dahulu. 
Adapun Keputusan Presiden, dibentuk sendiri oleh Presiden tanpa perlu 
dikaitkan dengan pendelegasian materiil dari UU. Artinya, materi yang 
dimuat dalam Keppres dapat sepenuhnya bersifat mandiri dalam rangka 
 kewenangan Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala 
Pemerintahan. Keputusan Presiden dapat saja dibuat untuk melaksanakan 
perintah UUD, perintah GBHN, perintah undang-undnag, ataupun perintah 
PP. Di bawah keppres, ada keputusan Menteri, Keputusan Kepala LPND, 
dan Keputusan Direktur Jenderal yang semuanya bersifat operasional 
dalam rangka pelaksanaan tugas menteri menurut bidang tugasnya masing-
masing. 
Di tingkat daerah, ada pula Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota, Keptutusan Gubernur, Keputusan Bupati, 
Keputusan Walikota, dan sebagainya. Ketentuan mengenai pembuatan 
hukum ditingkat daerah ini, seyogiannya juga mengikuti pola ditingkat 
pusat. Misalnya, Peraturan Daerah dibuat oleh Gubernur dengan 
persetujuan DPRD. Akan tetapi, DPRD sendiri dapat pula berinisiatif 
mengajukan Rancangan Perda seperti hak inisiatif DPR pusat untuk 
mengajukan RUU tertentu kepada pemerintah. Akan tetapi karena 
rekstrukturisasi pemerintahan daerah dalam rnagka kebijaksanaan 
desentralisasi dan otonomi daerah di masa yang akan datang, ketentuan 
mengenai pembuatan hukum seperti ini masih harus diisesuaikan dengan 
perkembangan pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi itu nantinya.
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Dalam Pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa 
“pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. 
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 Dengan mengacu pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang 
Nomor 10 tahun 20014 tentang pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya Undang-undang No. 23 
Tahun 2014), Natabaya merumuskan bahwa peraturan daerah memiliki 
fungsi.
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1. Pengaturan (regelling) sebagaimana lazimnya suatu perundang-
undangan, karena peraturan daerah termasuk salah satu jenis peraturan 
perundang-undangan. 
2. Otonomi dan tuags pembantuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
3. Delegasi, karena peraturan daerha juga merupakan aturan delegasian 
dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang hirarkinya lebih 
tinggi dari peraturan daerah. 
4. Transformasi, sesuai dengan prinsip peraturan daerha sebagai alay 
rekayasa sosial (a tool of social engineering) masyarakat daerah dalam 
rangka menuju kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. 
5. Aspirasi, yaitu menangkap aspirasi masyarakat yang bersifat khusus, 
baik yang bersifat sosial keagamaan maupun kebudayaan setempat, 
yang merupakan ciri khas daerah yang bersangkutan. 
Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh DPRD (provinsi atau kabupaten/kota) dengan persetujuan 
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 bersama kepaal daerah, termasuk Peraturan Desa atau peraturan yang 
setingkat, yakni peraturan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau 
nama lainnya. Contoh „peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 
otonomi dan tugas pembantuan‟ antara lain Peraturan Gubernur, Peraturan 
Bupati, dan Peraturan Walikota.  
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan 
Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundnag-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan 
bersama Kepala Daerah”. Dalam rangka mengantisispasi lajunya 
pembangunan fisik dan sosial kemasyaraktan di Wilayah Kota Bandar 
Lampung, maka perlu adanya kebijakan regulatori, yakni kebijakan yang 
berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau 
kelompok masyarakat, salah satunya terdapat di dalam lingkup sistem 
pemerintahan Kota Bandar Lampung yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. 
Peraturan Daerah tersebut memiliki maksud tujuan yang dijelaskan 
dalam Penjelasan Umum, yakni menginginkan adanya usaha menuju 
kepada terciptanya suasana Kota Bandar Lampung yang merupakan 
Ibukota Provinsi Lampung yang TAPIS BERSERI (Taat Aman Patuh 
Iman Bersih Sehat Rapih Indah). Oleh karena itu, untuk menciptakan 
kondisi tersebut, mka perlu Pembinaan Umum dan Menyeluruh masalah 
keapikan Kota Bandar Lampung. 
 Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 pada BAB I 
Ketentuan Umum menjelaskan bahwa: 
Pasal 1 (point g dan h) 
(g). Pedagang Kaki Lima (termasuk pedagang kaki lima musiman) 
adalah Perseorangan yang melakukan usaha perdagangan dan jasa dengan 
modal paling banyak 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), yang dalam 
usahanya menggunakan lahan terbuka dan tertutup yang ditetapkan 
Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya dengan 
menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar 
pasang atau dipindahkan serta mempergunakan bagian jalan, trotoar dan 
atau tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi 
tempat usaha secara tetap dan memiliki identitas resmi dari organisasi 
Pedagang Kaki Lima yang diakui Pemerintah Daerah; 
(h). Tempat Usaha adalah tempat-tempat yang ditetapkan oleh 
Walikota sebagai tempat berdagang bagi pedagang kaki lima; 
Penempatan lokasi PKL pada mulanya sebelum diberlakukan 
Perda maupun SK Walikota, masih belum memperhatikan perijinan 
penempatan. Lokasi yang dijadikan PKL untuk berdagang adalah tempat 
yang berpotensi ekonomi dan banyak dikunjungi banyak orang. Awalnya 
keberadaan PKL yang menempati lokasi umum tidak membuahkan suatu 
teguran, akan tetapi lambat laun setelah dirasa mengganggu ketertiban 
banyak dilakukan sutau razia oleh Satpol PP.  
 Hal ini tentunya banyak menimbulkan protes dari PKL, 
sehingga relokasi dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandar 
Lampung.
38
 permohonan penempatan suatu lahan untuk berusaha 
tersebut harus melampirkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 
ayat (3), yang dijelaskan sebagai berikut: 
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kota Bandar Lampung yang masih 
berlaku; 
2. Rekomendasi dari camat yang wilayah kerjanya digunakan sebagai 
PKL; 
3. Surat persetujuan pemilik lahan, dan/atau bangunan yang 
berbatasan langsung dengan rencna lokasi usaha PKL; 
4. Sarana dan prasaranan PKL yang akan digunakan; 
5. Surat pernyataan yang berisi: 
a. Tidak akan memperdagangkan barang ilegal; 
b. Tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di 
lokasi tempat usaha; 
c. Belum memiliki tempat usaha di tempat lain; 
d. Mengosongkan/ megembalikan/ menyerahkan lokasi usaha 
PKL kepada pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud 
sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemeirntah Desa, tanpa ganti 
rugi dalam bentuk apapun. 
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 Kewajiban, hak dan larangan pedagang kaki lima diatur dalam 
Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kewajiban Pedagang Kaki Lima 
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20, yaitu: 
1. Menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur pada 
batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak megganggu lalu lintas 
dan pengguna jalan: 
2. Memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan di 
masing-masing lokasi PKL; 
3. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan; 
4. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
5. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti 
rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati 
selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut 
dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; 
6. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh 
Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki; dan 
7. Membuat dan mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15.  
Selain menjalankan kewajibannya, para PKL juga memiliki hak 
yang diatur dalam Pasal 21, yaitu: 
1. Mendapatkan pelayanan pedaftaran usaha PKL; 
2. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan; 
 3. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait 
dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan; 
4. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan 
pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan 
5. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman 
permodalan dengan mitra bank; 
Larangan untuk para PKL pun berlaku, sebagimana yang 
dijelaskan dalam Pasal 22, yaitu: 
1. Mengubah bentuk dan fungsi tempat usaha; 
2. Memperdagangkan barang terlarang; 
3. Melakukan perbuatan asusila di tempat usaha; dan 
4. Melakukan transaksi perdagangan pada prasarana, sarana dan 
fasilitas umum. 
Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 
Tahun 2012, hak, kewajiban dan larangan PKL di atur dalam Pasal 10, 
Pasal 11, dan Pasal 12 yaitu: 
Setiap pedagang kaki lima wajib: 
1. Menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman, dan ketertiban 
lingkungan sekitarnya; 
2. Menyediakan tempat sampah dan atau tempat air limbah serta 
membuang sampah dan atau limbah tempat lain yang 
ditunjuk/disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya; 
 3. Memindahkan dan membongkar sarana berdagang dari lokasi 
tempat usaha setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya; 
4. Membawa kartu identitas pada saat melakukan kegiatan usahanya; 
5. Membayar Identitas Berdagang dan Penggunaan Lokasi.39 
Setiap pedagang kaki lima berhak: 
1. Menempati tempat yang ditetapkan sesuai dengan izin yang telah 
diterbitkan; 
2. Mendapat pengaturan, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah 
Daerah.
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Setiap pedagang kaki lima dilarang: 
1. Memperjual belikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada 
pihak manapun; 
2. Melakukan kegiatan usaha di lokasi selain yang telah ditentukan 
sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini; 
3. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat 
menetap; 
4. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan 
kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyaman serta 
pencemaran lingkungan; 
5. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang dizinkan dalam Surat 
Keterangan Identitas Berdagang; 
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 6. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah 
bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya; 
7. Melakukan kegiatan Usaha yang dilarang oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.
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C. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
1. Pengertian Pengelolaan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBS) kata 
“pengelolaan” berasal dari kata “kelola” yang artinya sama dengan 
“bangun”. Jadi, pengelolaan dapat diartikan sebagai pembangunan 
yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nila-
nila yang lebih tinggi. Menurut Dinas Pasar Kota Bandar Lampung 
pengelolaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, 
kemampuan dan daya saing. 
Berdasarkan pada pengertia di atas, maka pengelolaan PKL 
diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan dan juga 
melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan 
PKL sehingga keberadaan PKL dapat memberikan manfaat bagi 
kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjdi unsur pengganggu 
kenyamanan warga kota. 
2. Pengertian Pedagang Kaki Lima 
Pedagang kaki lima (termasuk pedagang kaki lima 
musiman) adalah Perseorangan yang melakukan usaha 
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 perdagangan dan jasa dengan modal paling banyak 10.000.000 
(sepuluh juta rupiah), yang dalam usahanya menggunakan lahan 
terbuka dan atau tertutup yang ditetapkan Pemerintah Daerah 
sebagai tempat kegiatan usahanya dengan enggunakan sarana dan 
atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan 
serta mempergunakan bagian jalan, trotoar dan atau tempat untuk 
kepentingan umum yang diperuntukkan bagi tempat usaha secara 
tetap dan memiliku identitas resmi dan organisasi Pedagang Kaki 
Lima yang diakui Pemerintah Daerah.
42
Pedagang kaki lima 
merupakan salah satu sektor informal di perkotaan. Jumlahnya 
sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis 
usaha sektor informal lainnya. Secara etimologi atau bahasa, 
pedagang bisa diartikan sebagai jenis pekerjaan jual dan beli. 
Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang 
dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan 
dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai 
lokasi berdagang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, 
pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak 
memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap. 
Asal usul istilah pedagang kaki lima (PKL) sebenarnya 
masih simpang siur dan banyak versi. Salah satunya dari trotoar 
buatan Belanda yang luasnya 1,5 meter (lima kaki). Istilah PKL 
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 tersebut diambil dari kebiasaan orang Belanda dalam mengatur 
pedagang yang beroprasi di pinggir jalan.
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Menurut seorang tokoh Indonesia Wiliiam Liddle, aturan 
trotoar lima kaki justru berasal dari bahasa Inggris, five foot (lima 
kaki).
44
Bapak Liddle mempercayai bahwa yang membuat aturan 
tentang pembangunan trotoar di Indonesia bukanlah Belanda, tetapi 
Inggris. Inggris memang pernah mengambil alih kekuasaan atas 
Indonesia dari Belanda. Sebenarnya yang membuat trotoar di 
Indonesia adalah gubernur jendral asal Inggris, Sir Stamford 
Raffles. 
Sementara itu, sumber lain istilah PKL adalah untuk 
menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda 
gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima, 
maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna istilah kaki 
lima itu mempunyai arti: “lantai (tangga) di muka pintu atau tepi 
jalan” dan “lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah 
dengan rumah” 
Pengertian tersebut lebih mirip dengan pengertian trotoar 
yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang dibuat di masa 
penjajahan (Belanda atau Inggris). Namun, pengertian yang 
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 dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. 
Karenanya, selain trotoar, PKL juga berjualan di emperan toko. 
Ada juga yang membuat istilah lain, kaki lima diartikan 
“kanan kiri lintas manusia” maksudnya barangkali karena PKL 
berada di jalur pejalan kaki (trotoar dan emperan toko), sehingga 
banyak orang yang berlalu-lalang disamping kanan dan samping 
kiri para PKL. 
Pedagang Kaki Lima (trotoar/pedestrian) yang 
keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi publik, baik 
ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual, lingkungan dan peristiwa. 
Banyak penjelasan yang dapat ditemui jika membahas mengenai 
PKL. Keberadaan PKL disini sangat menarik untuk dibahas satu 
persatu, misalnya mengenai cara pemerintah untuk menata PKL 
tersebut. Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang menggelar 
dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat 
mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga 
mengganggu ketertiban kota. Seperti penjelasan tentang PKL di 
atas, dalam hal ini dapat di jelaskan bahwa istilah PKL kaitannya 
dengan istilah di Perancis tentang pendestrian untuk pejalan kaki di 
sepanjang jalannya, yaitu Trotoar. Di sepanjang jalan raya 
kebanyakan berdiri bangunan bertingkat. Pada lantai paling bawah 
biasanya disediakan ruang untuk pejalan kaki.  
 Pada perkembangan berikutnya para pedagang informal 
akan menempati trotoar tersebut, sehinga disebut dengan istilah 
Pedagang Lima Kaki, sedangkan di Indonesia disebut Pedagang 
Kaki Lima atau PKL. Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan 
kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Pekerjaan 
pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan 
denganproses urbanisasi yang berkaitan dengan migrasi dari desa 
ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, 
pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan 
peneyerapan tekonologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga 
kerja yang berlebihan. 
3. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima 
Ciri-ciri umum pedagang kaki lima, yaitu
45
: 
a. Pedagang kaki lima pada umumnya mempunyai modal kecil 
dan tidak mempunyai usaha menetap, berdagang di emperan 
depan toko, di pinggiran jalan, trotoar, di atas got, di taman, 
bantaran kali, dan di areal parkiran dan tempat-tempat ramai. 
b. Jam berdagang tidak tentu, ada pagi, siang, sore, dan malam 
hari, bahkan ada yang dari pagi sampai sore hari dengan 
berbagai macam jenis dagangan. 
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 c. Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan proses), 
tanaman hias, pakaian, barang-barang konsumsi lainnya yang 
tidak lama secara eceran. 
d. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang 
khas pada usaha pedagang kaki lima. 
e. Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup, terbuka, 
menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja, dsb, 
konstruksi bangunan darurat, semi permanen dan tanpa 
bangunan. 
f. Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan 
terhadap lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan. 
PKL mempunyai ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dengan 
ciri-ciri pokok sektor informal, karena dalam hal ini PKL 
merupakan bagian dari sektor informal. Keberadaan PKL sedikit 
banyak didorong karena keinginan mereka untuk mendapatkan 
kehidupan yang lebih layak.  
Meskipun pada kenyataannya tidak seperti yang 
diharapkan, akan tetapi pada prakteknya banyak dari mereka yang 
tidak berkesempatan bekerja di sektor formal lebih memilih 
berusaha menjadi PKL. Mereka beranggapan jika menjadi PKL 
merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh mengingat latar 
belakang pendidikan yang relatif rendah. Hubungan Sektot 
Informal dan Sektor Formal, Sektor informal sebenarnya banyak 
 manfaatnya bagi kehidupan kota, hal ini dapat terlihat dari 
sebagian besar pekerja sektor formal tergantung pada dagangan 
dan jasa dari sektor informal.  
Fungsi sektor ini sebagai ujung tombak pemasaran bebagai 
produk sektor fomal tidak dapat diabaikan dalam perputaran 
ekonomi kota. Sektor informal ternyata juga sering dijadikan 
pekerjaan sampingan oleh orang-orang yang telah berada dalam 
sektor formal seperti pemilik toko yang sore ahri menjual bakmi di 
halaman tokonya, toko pakaian yang mejudal dagangannya di kaki 
lima, dll.  
Alasan dilakukan cara ini, karena mudah dijalankan tanpa 
perlu prosedur macam-macam dan sering kali lebih efektif menarik 
pembeli. Meskipun demikian, PKL merupakan suatu bentuk sektor 
yang dapat dikatakan mandiri dalam menjalankan usaha. Mereka 
menggerakkan sendiri usahanya, dengan modal dan kreatifitas 
yang dikeluarkan serta dibangun oleh mereka sendiri.  
Pada mulanya mereka juga mempublikasikan usahanya 
dengan cara mereka sendiri. banyaknya saingan usaha tidak 
membuat PKL putus asa dalam mengembangkan usahanya. 
Mereka justru akan memunculkan inovasi baru agar usahanya 
semakin dilirik dan diminati para pelanggan. Dengan demikian 
 bahwa PKL khususnya PKL kota Bandar Lampung memiliki ciri-
ciri sebagai berikut:
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a. Kelompok ini merupakan pedagang yang terkadang juga 
menjadi produsen sekaligus, misalnya pedagang makanan dan 
minuman yang dimasak sendiri 
b. Perkataan Pedagang Kaki Lima memberikan konotasi bahwa 
mereka umumnya menjajakan barang-barang dagangannya 
pada gelaran tikar atau pinggir-pinggir jalan, atau di muka toko 
yang dianggap strategis. 
c. Pedagang kaki lima biasanya menjual barang eceran. 
d. Pedagang Kaki Lima umumnya bermodal kecil bahkan tidak 
jarang mereka merupakan alat bagi pemilik modal dengan 
mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan jerih payah. 
e. Pada umumnya Pedagang Kaki Lima merupakan kelompok 
marginal bahkan ada pula yang tergolong kelompok 
submarginal. 
f. Pada umumnya kualitas barang yang diperdagangkan oleh PKL 
mengkhususkan diri dalam penjualan barang-barang cacat 
sedikit dengan harga yang lebih murah. 
g. Omset penjualan Pedagang Kaki Lima ini umumnya tidak 
besar. Para pembeli umumnya merupakan pembeli yang 
berdaya beli rendah. 
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 h. Kasus dimana Pedagang Kaki Lima berhasil secara ekonomis 
sehingga dapat menaiki tangga dalam jenjang hirarki pedagang 
sukses. 
i. Barang yang ditawarkan Pedagang Kaki Lima biasanya tidak 
standar dan pembagaian jenis barang yang diperdagangkan 
seringkali terjadi. 
j. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi 
diri yang khususnya usaha perdagangan para Pedagang kaki 
Lima. 
k. Terdapat jiwa kewiraswastaan yang kuat. 
4. Karakteristik PKL 
Salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah Pedagang 
Kaki Lima di kota Bandar Lampung adalah dampak dari 
meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan 
peluang lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang 
pendidikan. Selain itu peluang kerja terbatas, terlebih lagi untuk 
pekerjaan disektor formal memerlukan persyaratan yang tidak 
mudah diikuti oleh para tenaga kerja yang berpendidikan rendah. 
Dengan demikian banyak tenaga kerja yang beralih sektor informal 
seperti menjadi pedagang kaki lima sebagai salah satu peluang 
lapangan pekerjaan yang cukup potensial. 
Munculnya sektor informal yang mempunyai potensi yang 
cukup menjanjikan menyebabkan timbulnya PKL yang semakin 
 hari semakin bertambah banyak, akan tetapi keberadaan pedgaang 
kaki lima (PKL) memang tidak bisa dilepaskan dai tumbuh 
kembangnya suatu wilayah. Demikian halnya yang terjadi di 
wilayah Bandar Lampung, maraknya keberadaan pedagang yang 
biasa memanfaatkan pinggir jalan raya sama pesatnya dengan 
perkembangan kota itu sendiri. sangat wajar jika pemerintah 
berupaya melakukan penataan terhadap menjamurnya pedgaang 
tersebut, dan sangatlah wajar apabila saat melaksanakan penataan 
kadang-kadang timbul kesalahpahaman.  
Masalah penataan PKL memang memunculkan dua sisi 
yang saling bertentangan, ibarat dua sisi mata uang, apabila saat 
melakukan penataan terhadap tujuanyang berbeda dan saling 
bertentangan anatara pedagang dna pemerintah. 
 
5. Dampak Keberadaan PKL 
Munculnya Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL 
telah memberikan banyak dampak, baik itu dampak positif maupun 
dampak negatif. Di bawah ini akan diuraikan beberapa dampak positif 
dan negatif:
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a. Positif 
1) Memberikan lapangan pekerjaan; 
2) Ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; 
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 3) ikut meningkatkan pendapatan retribusi daerah; 
4) menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan; 
b. Negatif 
1) PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur penjalan 
kaki/pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota 
lainnya. Alasannnya karena aksesbilitasnya yang tinggi 
sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. 
Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati 
oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan 
PKL tersebut; 
2) Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak 
terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua 
lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang 
strategis merupakan hak PKL; 
3) Pedagang kaki lima mengambil ruang dimana-mana tidak 
hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang 
yang jelas peruntukannya secara formal; 
4) Keberadaan PKL yang tidak  terkendali mengakibatkan pejalan 
kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak 
kriminal. Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal 
karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung 
seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, beberapa 
 tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara 
kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.  
Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal Pedagang Kaki 
Lima (PKL) merupakan sabuk penyelamat yang menampung 
kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, 
sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran PKL 
di ruang kota juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang 
ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara 
fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, 
PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakt yang 
beraktivitas di sektor lokasi PKL, sehingga mereka mendapat 
pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendapatkan barang yang 
mereka butuhkan. 
Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL 
memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, dimana 
pembeli utamanya adalah masyarakat menengah kebawah yang 
memiliki daya beli rendah. Keberadaan PKL bisa menjadi potensi 
pariwisata yang cukup menjanjikan., sehingga keberadaan PKL 
banyak menjamur di sudut-sudut kota. Dampak positif lainnya 
terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal 
memilki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal tersebut menurut 
Sethurahman selaku koordinator penelitian sektor informal yang di 
lakukan ILO di 8 negara berkembang, karena kemampuan 
 menciptakan surplus bagi investasi dan dapat membantu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  
Hal ini dikarenakakn usaha-usaha sektor informal bersifat 
subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari 
usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber 
daya ekonomi yang besar. Sisi negatif, karakteristik PKL yang 
meggunakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir 
jalan dan trotora untuk melakukan aktivitasnya yang 
mengakibatkan tidak berfungsinya sarana-sarana kepentingan 
umm.  
Tidak tertampung nya kegiatan PKL di ruang perkotaan, 
menyebabkan pola dan struktur kota modern dan tradisional 
berbaur menjadi satu hingga meimbulkan suatu tampilan yang 
kontras. Bangunan modern nan megah berdampingan dengan 
banguan sederhana bahkan cendrung kumuh. Perlu adanya upaya 
yang terpadu dari pihak terkait untuk menertibkan Pedagang Kaki 
Lima ini sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi ruang publik 
sesuai peruntukannya.  
Hal tersebut berakibatkan penurunan kualitas ruang kota 
ditunjukkan oleh semakin tidakterkendalinya perkembangan PKL 
sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis 
merupakan hak PKL. PKL mengambil ruang dimana-mana tidak 
hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga peruntukannya 
 secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur 
pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. 
Alasannya karena aksesbilitasnya yang tinggi sehingga 
berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya 
adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan Pedagang 
kaki lima tersebut. 
Keberadaan PKl yang tidak terkendali mengakibatkan 
pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat menimbulkan 
tindak kriminal. Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal 
karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung 
seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa 
tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan 
bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas. 
 
6. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima 
Menurut Mc Gee dan Yesun, bahwa pola ruang aktivitas 
PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak 
langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal 
atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali 
penataan ruang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL 
melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu 
berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang. 
 Komponen penataan ruang sektor informal. Antara lain 
meliputi: 
1. Lokasi 
Berdasarkan hasil studi oleh Ir. Goenadi Malang Joedo 
penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang 
kaki lima adalah sebagai berikut: 
a. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-
sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari; 
b. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat 
kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, 
tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar; 
c. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara 
pedagang kaki lima dengan calon pembeli walaupun dilakukan 
dalam rangka relatif sempit; 
d. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan 
umum. 
Mc Gee menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada 
simpuk-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat 
yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat 
dengan pasar publik, terminal, daerah komersial. 
2. Waktu berdagang  
Menurut Mc Gee dan Yesung dari penelitian di kota-kota di 
Asia Tenggara menunjukkan bahwa pola aktivitas PKL 
 menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat 
sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan 
pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan keduanya cenderung 
sejalan. 
3. Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan menurut Mc Gee dan 
Yesung sangat di pengaruhi oleh sifat pelayanan PKL.
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 BAB III 
GAMBARAN UMUM 
 
A. Gambaran Umum Pasar Tugu 
1. Sejarah Singkat Pasar Tugu 
Pasar Tugu berdiri pada tahun 1970, terletak di Jalan Hayam 
Wuruk Kelurahan Sawah Lama Bandar Lampung. Pada awalnya Pasar 
Tugu hanya terletak dipinggir jalan dengan bangunan non permanen. 
Penjualnya berasal dari para pedagang kecil yang hanya mendirikan 
lapak-lapak seperti pedagang kaki lima. Nama Pasar Tugu berasal dari 
adanya Tugu besar yang berada di tengah lokasi pasar. Meskipun tugu 
tersebut kini telah tidak ada akibat pembangunan kota namun tugu 
telah melekat pada pasar tersebut, sehingga nama tugu terus digunkkan 
sampai saat ini. 
Pasar Tugu telah mengalami beberapa kali perombakan. 
Perombakan pertama pada tahun 1973 dan mengalami perombakan 
lagi pada tahun 1978. Seiring perkembangan, akhirnya pada tahun 
1990 dibangunlah bangunan permanen untuk para pedagang. 
Kemudian pada tahun 1991 setelah bangunan permanen, Pasar Tugu 
akhirnya kembali beroperasi di Kelurahan Sawah Lama hingga 
sekarang. 
Adanya bangunan permanen pada Pasar Tugu tidak serta merta 
membuat pedagang kaki lima tergusur. Pengelola Pasar Tugu memiliki 
 kebijakan tersendiri untuk tetap mempertahankan pedagang kaki lima 
yang ada. Sehingga Pasar Tugu kini memiliki bangunan permanen dan 
bangunan non permanen (lapak di luar bangunan). Sebagian besar toko 
pada bangunan permanen diisi oleh pedagang pakaian. Sedangkan 
pada bangunan non permanen sebagian besar diisi oleh pedagang 
sayuran, buah-buahan, makanan, dan daging. 
Pedagang kaki lima di Pasar Tugu memiliki jam operasi, para 
pedagang kaki lima di berikan jam operasi dari pagi pukul 03.00-12.00 
siang. Jam operasi untuk pedagang kaki lima pun di bagi menjadi 3 
kali pergantian wattu berdagang, di jam pertama pedagang kaki lima di 
izinkan untuk berdagang dari pukul 03.00-05.00 pagi, selanjutnya dari 
pukul 07.00-09.00 pagi, dan yang terakhir pada pukul 10.00-12.00 
siang. Pembagian jam operasional bagi pedagang kaki lima ini 
bertujuan agar pedagang kaki lima tidak terlalu menumpuk dalam satu 
waktu jam operasi
49
. 
2. Letak dan Kondisi Pasar Tugu 
Pasar Tugu merupakan salah satu pasar tradisional yang sudah 
dikenal oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung 
maupun masyarakat luar Kota Bandar Lampung. Adanya sebuah 
sekolah maka membuka peluang juga kepada pedagang untuk mencari 
nafkah. Pedagang pun mulai berdagang di sekitaran sekolah tersebut. 
Berjalannya waktu semakin banyak pula pedagang yang berjualan di 
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 lokasi tersebut. Melihat fenomena tersebut maka pemerintah membuat 
sebuah kebijakan yaitu menjadikan lokasi tersebut menjadi pasar 
tradisional dengan nama Pasar Tugu. Pasar Tugu terletak di Jalan 
Hayam Wuruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar 
lampung. 
Kondisi bangunan Pasar Tugu sendiri dari pertama kali di 
bangun belum pernah mendapat perawatan atau perbaikan dari pihak 
pemerintah sehingga kondisi bangunan pasar Tugu ini membutuhkan 
perhatian khusus dari pemerintah. Bangunan di Pasar Tugu sudah 
rapuh dan dapat membahayakan para pengunjung maupun pedagang. 
Bangunan permanen di Pasar Tugu khususnya bangunan di yang di 
dalam di lantai 2 banyak atap yang sudah mulai runtuh, bahkan kantor 
UPT Pasar Tugu pun sudah tidak layak digunakan, kurang nya 
kebersihan.
50
 
Tahun 2014 pemerintah pernah membuat sebuah kebijakan 
pembangunan dan penataan kembali Pasar Tugu dengan harapan 
terciptanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bandar 
Lampung serta terciptanya bangunan yang indah, tertib dan aman. 
Dalam kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar Tugu 
yang ingin dicapai adalah tercapainya bangunan setinggi delapan 
lantai. Spesifikasi diantaranya tiga lantai terbawah merupakan 
basement, tiga lantai diatasnya untuk berjualan serta dua lantai 
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 berikutnya akan dibangun hotel. Kebijakan ini merupakan kerjasama 
antara pemerintah dengan pihak pengembang. Bangunan tesebut akan 
diserahkan kepada pihak pengembang untuk membangun dengan 
jangka waktu dua tahun. Selama waktu yang diberikan diharapkan 
perubahan yang ingin dicapai tersebut dapat terealisasi. Meskipun pada 
kenyataan nya sampai saat ini pembanguna di Pasar Tugu masih belum 
terealisasi dengan baik bahkan keadaan bangunan di Pasar Tugu sangat 
tidak layak di gunakan lagi. 
3. Data Unit Pasar Tugu 
Data unit yang diperoleh dari penelitian langsung di Pasar 
Tugu kota Bandar Lampung, yaitu: 
a. Pengelola pasar  
Pengelola pasar di pasar Tugu kota Bandar Lampung terdiri 
dari 21 orang linit pasar, 10 orang petugas kebersihan, petugas 
keamanan 16 orang. 
b. Pedagang yang memiliki kios 
Pedagang yang memiliki kios di Pasar Tugu Kota Bandar 
Lampung terdiri dari 60 buah Toko Swasta, Kios Milik Swasta 
200 buah. 
c. Pedagang Kaki Lima 
Pedagang kaki lima di pasar Tugu Kota Bandar Lampung dari 
data yang di dapat ada 254 pedagang PKl, dan jumlah ini 
 bersifat tidak tetap karena perubahan jumlah tergantung musim 
dan cuaca. 
d. Peralatan kebersihan 
Peralatan kebersihan yang di miliki Dinas Pasar Tugu kota 
Bandar Lampung yaitu, 1 buah Bak container sampah, 4 buah 
gerobak sampah, dan 1 buah truk sampah. 
B. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tugu Bandar Lampung 
Kewenangan pengelolaan pasar secara struktur dibawah Dinas 
Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Bandar Lampung dan pengelolaan 
pasar terbagi menjadi 2 wilayah: 
1. Pasar Wilayah Tanjung Karang Barat 
2. Pasar Wilayah Teluk Betung 
Sebagai Unit Pelakasana Teknis Dinas yang melaksanakan 
program kegiatan dalam lingkup wilayah pasar yang menjadi kewenangan 
Dinas Pengelolaan Pasar antara lain: 
1. Pengelolaan ketertiban, penataan dan pembinaan pedagang pasar 
2. Pengelolaan pembangunan, renovasi dan pemeliharaan aset pasar 
3. Pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar 
4. Pengelolaan pendapatan retribusi 
Program kerja dan kegiatan yang menjadi unggulan/skala prioritas 
Dinas Pengelolaan Pasar. 
1. Penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) 
2. Kebersihan dan keindahan pasar (Adipura) 
 3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi 
Pelaksanaan tugas Dinas Pasar pun memiliki fungsi-fungsi, sebagai 
berikut: 
1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar 
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai 
dengan lingkup tugasnya  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan 
4. Pelaksanaan tugas lan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Kondisi lalu lintas di jalan Hayam Wuruk, Tanjung Karang Timur, 
Kota Bandar Lampung, tepatnya di Pasar Tugu , tak pernah lekang dari 
kepadatan. Motor dan mobil, bahkan becak saling berebut untuk bisa 
mendahului jalannya. Tak sedikit pengendara yang parkir di pinggir jalan 
hingga memakan badan jalan dan menambah semerawut lalu lintas. 
Pemandangan tersebut melekat dengan Pasar Tugu. Pedagang 
banyak yang tumpah ruah hingga ke pinggir jalan. Mereka memilih lokasi 
yang dianggap strategis ketimbang menempati kios yang ada di dalam 
pasar.   
Di lantai dua pasar tersebut terlihat petugas Satpol PP di ruangan 
petugas pasar, hanya ada dua pedagang yng berjualan di lantai dua. 
Sementara di lantai tiga, yang sebelumnya digunakan sebagai bioskop, 
terlihat kumuh dan banyak kotoraan kelelawar, tidak terawat hanya terlihat 
 beberapa keranjang sayuran yang sudah rusak, di atas plafon terlihat 
ratusan hewn malam bergelantungan.  
Berdasarkan data yang diperoleh oleh Dinas Pasar Tugu Bandar 
Lampung per Oktober 2018, jumlah PKL yang ada di Pasar Tugu 297 
pedagang. Data ini terus berkembang oleh karena kondisi sosial, ekonomi 
kurang menentu. Setiap tahun nya bisa dipastikan penambahan pedagang 
bisa mencapai 10-15 pedagang kaki lima di Pasar Tugu Bandar 
Lampung.
51
 
Dalam pengelolaan PKL di Pasar Tugu Bandar Lampung pun 
setiap tahun nya terus dikembangkan agar dapat memberi kenyamanan 
untuk para PKL dan juga masyarakat di sekitar Pasar Tugu khusunya.  
Setiap hari nya Dinas Pengelolaan Pasar Tugu melakukan 
pengontrolan, khususnya pada jam-jam oprasional yang diberikan kepada 
PKL untuk memastikan para pedagang melaksanakan ketertiban atau 
mematuhi kebijakan yang diberikan Dinas Pasar kepada para pedagang.
52
 
Menurut ibu Rumayah (45 tahun,pedagang baju)
53
, ibu Sahatun (45 
tahun, pedagang soto),
54
 mereka mengatakan dalam masalah kebersihan 
mereka hanya mengandalkan petugas dari Dinas Pasar untuk 
membersihkan pasar. Mereka mengaku bahwa mereka sudah membayar 
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 uang kebersihan setiap hari nya sehingga mereka menyerahkan seluruhnya 
kepada petugas kebersihan. Untuk masalah air bersih pun mereka 
mengaku dalam seminggu bisa dipastikan bahwa ada hari dimana mereka 
tidak bisa mendapatkan air bersih dengan baik.
55
 Bahkan menurut 
pengakuan dari bapak Asep (28 tahun) pedagang pakaian, dan ibu Susi (34 
tahun) pedagang buah, mengatakan bahwa mereka merasa kurang 
mendapatkan pengelolaan yang baik dari pihak Dinas Pasar.
56
 Tidak 
terjamin nya keamanan dari pihak pungli atau preman pasar membuat 
mereka harus keluar lebih banyak uang lagi dari yang sudah ditentukan 
oleh pihak pasar sebelumnya. Pihak keamanan yang disediakan oleh Dinas 
Pasar hanya ada satu SatpolPP untuk menjaga keamanan di pasar.  
Saat ditanyai mengapa mereka (PKL) tidak pindah ke tempat yang 
sudah di sediakan oleh Dinas Pasar, mereka mengatakan tempat yang 
disediakan tidak layak, gedung yang sudah banyak retak, atap yang bocor, 
dan mereka mengatakan bahwa omset mereka akan jauh lebih dikit jika 
mereka memilih untuk pindah ke dalam gedung yang sudah disediakan
57
. 
Selain kondisi yang tidak terawat hanya terlihat beberapa keranjang 
sayuran yang sudah rusak di dalam bangunan, di atas plafon juga terlihat 
ratusan kelelawar bergelantungan. 
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 Ibu Tini (25 tahun) pedagang es, mengatakan bahwa memang 
benar dalam seminggu ada peenrtiban pedagang, tapi bukan penertiban 
besar yang mengharuskan mereka untuk berpindah lapak atau sebagainya, 
penertibang yang dilakukan hanya sekedar kunjungan dari salah satu pihak 
Dinas Pasar, untuk mengontrol kebersihan dan jumlah pedang yang ada di 
lapangan bertambah atau berkurang. Tapi komunikasi atau upaya Dinas 
Pasar untuk mendengar keluhan para pedagang kurang dan bahkan tidak 
terjalin dengan baik.
58
 
Lihin (46 Tahun) pedagang es menyayangkan kondisi pasar tugu 
yang kumuh dan tidak terawat. Para pedagang juga tidak tertib karena 
tidak adanya ketegasan dari petugas pasar. Lihin juga menyayangkan 
keadaan pasar yang menurut nya sangat tidak terawat.
59
 
Saat malam hari, lantai dua pasar tugu dijadikan tempat tidur bagi 
para anak jalanan, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan mereka tidur 
bersama di beberapa ruangan di lantai dua, kurang lebih sepuluh tahun 
lantai dua pasar tugu tidak difungsikan lagi.
60
 
Bagian bawah kearah belakang pasar, terlihat kondisi lantai paling 
bawah khusus lapak ikan dan daging, berseberangan dengan lapak 
sayuran, kondisinya kumuh, tidak terawat dan banyak tikus. Sering 
kekurangan air bersih, kondisi pasar yang becek, sampah berserakan 
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 sebagai alasan para pedagang kurang mematuhi tata tertiba yang di berikan 
pengelola, karena mereka merasa tidak di berikan fasilitas yang 
selayaknya sehingga para pedagang merasa tidak memiliki kewajiban 
lebih untuk menjaga dan membantu kebersihan dari pasar tugu. 
61
 
Menurut Eko Selamet (37 Tahun) pedagang baju anak, eko 
berjualan di lantai dua mengeluhkan kebersihan di lantai dua, sering 
dijadikan tempat buang air kecil oleh beberapa orang membuat lantai dua 
menjadi bau dan semakin terlihat kumuh.
62
 Area parkir yang luas pun 
dikeluhkan oleh pedagang kaki lima yang berjualan, halaman parkir yang 
luas justru tidak difungsikan dengan baik, sehingga parkiran terlihat 
berantakan, banyak pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir 
bahkan di area trotoar jalan, menjadikan jalanan macet dan di anggap 
menajdi masalah bagi pedagang lain yang berjualan di dalam area pasar, 
sehingga kurang nya pembeli yang mau masuk ke area pasar karena sudah 
ada pedagang lain yang di luar area pasar.
63
 
Menurut 24 pedagang yang bersedia menjadi nara sumber, 19 
pedagang mengatakan keluhan yang sama yaitu air bersih dan masalah 
keamanan di Pasar Tugu Kota Bandar Lampung. 5 dari pedagang yang 
menjadi nara sumber mengatakan bahwa mereka merasa cukup puas 
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 dengan fasilitas dan perhatian yang di berikan oleh UPT Dinas Pasar Tugu 
Kota Bandar Lampung.   
Tidak jauh berbeda dengan pedagang di Pasar Tugu, menurut 
keterangan dari ibu Andrea Marina selaku wakil ketua UPT Pasar Tugu 
membenarkan bahwa permasalahan-permasalahan yang masih terus 
menjadi pokok utama masalah di Pasar Tugu adalah kebersihan, air bersih 
dan fasilitas yang layak bagi para pedagang. Menurut Andrea pihak Dinas 
Pasar Tugu sudah sering kali mengajukan keluhan-keluhan kepada 
Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait masalah kurang nya sarana air 
bersih, tempat yang layak dan keamanan yang baik di lapangan. Hanya 
saja kurang nya respon yang baik dari Pemerintah Kota membuat pihak 
Dinas pasar di Pasar Tugu harus mencari solusi sendiri, seperti masalah 
keamanan, mereka bukan membiarkan begitu saja terjadi nya pungli dari 
pihak preman pasar, hanya itu menjadi salah satu solusi yang baik untuk 
sekarang, seperti menjalin kerjasama dan saling menguntungkan, tidak 
akan terjadi saling mengganggu yang dilakukan pihak preman pasar 
kepada para pedagang dan dijamin nya keamanan sekitar membuat Dinas 
Pasar  Di Pasar Tugu membiarkan para preman meminta uang kemanan 
kepada para pedagang, bahkan pihak Dinas Pasar pun ikut memberikan 
uang keamanan kepada preman sekitar. 
Peraturan daerah No.02 Tahun 2012 Pasal 8 pemerintah daerah 
mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan retribusi, atau 
mencabut izin penggunaan lokasi pedagang kaki lima jika para pedagang 
 tidak melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam peraturan 
daerah. pemberian sanksi juga dijelaskan dalam Pasal 20, adanya sanksi 
pidana yang akan diberikan kepada setiap pelanggar peraturan daerah, 
sanski pidana berupa kurungan penjara 3 (tiga) bulan atau denda paling 
banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Namun pada kenyataan 
di lapangan yang penulis temukan tidak ada nya sanksi yang dilakukan 
pihak UPT ataupun pihak pemerintah daerah kota Bandar Lampung. 
Menurut bapak Tajudin (32 tahun, Satpol PP) penertiban yang dilakukan 
selama ini hanyalah tindakan kecil atau peringatan kepada para pedagang 
tanpa memberikan penertiban yang besar agar pedagang jera.
64
 
Pengelolaan pasar Tugu kota Bandar Lampung diakui oleh pihak 
UPT Pasar Tugu tidak berjalan dengan baik, tidak ada tindakan tegas dari 
pihak UPT dan pemerintah kota bandar Lampung menjadikan para 
pedagang masih melakukan banyak pelanggaran. 
65
 
Menurut Dasmina (32 Tahun) Aparatur Pengelola Pasar Tugu, jika 
ada tindakan tegas mungkin pedagang dan keadaan di pasar tugu tidak 
berantakan seperti sekarang, Dasmina juga mengatakan bahwa pemerintah 
harus lebih tegas, tidak seperti sekarang yang menjadikan peraturan hanya 
sekedar peraturan, tidak adanya dukungan dai pihak Pemerintah Kota 
Bandar Lampung membuat para aparatur pengelola Pasar Tugu merasa 
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 kurang memiliki kekuatan untuk menindak tegas pelanggaran-pelanggaran 
yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pasar tugu. 
66
 
Keadaan pasar tugu yang memprihatinkan berdampak dengan 
jumlah pembeli setiap hari nya. Kebersihan dan kenyamanan dinilai wajib 
di perhatikan untuk menarik pembeli di pasar tugu sehingga kegiatan 
ekonomi di pasar tugu kembali normal seperti dulu lagi. 
67
 
Pedagang mengugkapkan keinginan mereka kepada pemerintah 
Daerah untuk lebih memperhatikan keadaan Pasar Tugu, seharusnya pak 
Wali Kota Herman HN turun langsung ke Pasar Tugu untuk melihat 
kondisi para pedagang di Pasar Tugu yang semrawut dan tidak terawat 
lagi, membayar uang keamanan, kebersihan, retribusi,dan lampu jalan 
nyatanya tidak menjamin keadaan pasar tugu menjadi lebih baik.
68
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 BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu di Bandar Lampung 
Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2010 
Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 
2012, Pedagang kaki lima wajib dalam menjaga kebersihan, keindahan 
ketentraman dan ketertiban di dalam lingkungan sekitar. Menyediakan 
tempat sampah dan tempah air limbah, memindahkan dan membongkar 
sarana berdagang mereka dari lokasi usaha jika sudah selesai, membayar 
identitas berdagang dan penggunaan lokasi.  
Meskipun pada kenyataan yang ada di lapangan, masih banyak 
pedagang kaki lima, pihak pengelola pasar UPT Pasar Tugu dan 
Pemerintah Kota Bandar Lampung yang tidak menjalankan kewajiban 
yang sudah di sebutkan sebelumnya. Masih banyak pedagang yang tidak 
menyediakan tempat sampah ataupun tempat air limbah dagangan mereka, 
sampah yang bserserakan dan air limbah dagangan yang di biarkan 
mengalir sehingga menambah ketidaknyamanan di pasar Tugu. 
Pedagang kaki lima pun memiliki hak sesuai dengan Undang-
undang yang di atur, menempati tempat berdagang mereka di tempat yang 
sudah di tetapkan, dan mendapat pembinaan dan pengawasan pemerintah 
daerah. berbeda dengan hasil penelitian di lapangan mengenai kewajiban 
PKl yang kurang dijalankan dengan baik, hak PKL justru di dapat oleh 
para pedagang, walaupun dalam point pengawasan dari pemerintah tidak 
 sepenuhnya di dapat oleh para pedagang. Perhatian yang kurang di dapat 
dari pemerintah dan pengawasan yang tidak berjalan dengan baik menjadi 
salah satu faktor tidak tertibnya para pedagang kaki lima di Pasar Tugu 
Kota Bandar Lampung.  
Tindakan penertiban  yang di berlakukan dalam Peraturan Daerah 
No. 02 Tahun 2012 yang dijelaskan Pasal 20 tidak dilaksanakan oleh pihak 
pengelola pasar Tugu dan Pemerintah Daerah kota Bandar Lampung. Pasal 
20 menjelaskan sanksi yang diberlakukan untuk para pedagang yang 
melanggar ketentuan dalam Perda, ketentuan pidana sudah sangat tegas di 
jelaskan dalam Pasal tersebut, hanya saja dalam lapangan nya tidak 
sekalipun pihak pengelola atau pemerintah daerah kota Bandar Lampung 
memberikan sanksi kepada para pedagang yang melanggar. 
Dalam penelitian yang ada di lapangan langsung, tidak semua PKL 
menerima hak dan menjalankan kewajiban dan larangan yang telah diatur 
oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan di atas. Masih kurang nya 
kesadaran dari para Pedagang Kaki Lima di Pasar Tugu Bandar Lampung 
dalam menjaga kebersihan untuk kebaikan bersama, bahkan masih ada 
beberapa pedagang yang membuka lokasi dagang di tempat yang bukan 
disediakan oleh pihak UPT Pasar Tugu. Sehingga kemacetan pun masih 
menjadi masalah besar di sekitar Pasar Tugu. 
B. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perda No.02 tahun 
2012 Menurut Fiqh Siyasah  
 
Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk 
kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan 
 hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-qur‟an dan dijelaskan 
sunnah. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh ulil amri yang dipilih 
oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan guna 
terciptanya kondisi masyarakat yang sehat serta sejahtera. 
Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 
masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain 
konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 
lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana 
cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping 
itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 
hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak 
warga negara yang wajib dilindungi.  
Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin di satu 
pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang 
terdapat dalam masyrakata. 
Dari point di atas, dengan jelas dalam kajian siyasah dusturiyah 
pemerintah sangat bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dalam 
penanganan sistem antara hubungan bermasyarakat. Perundang-undangan 
yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai kebijakan 
pengelolaan pasar diharapkan dapat meberikan peraturan yang baik pada 
para PKL tanpa merugikan pihak lain.    
 Kewajiban dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah 
juga di atur dalam kajian fiqh siyasah, namun pada kenyataan nya masih 
banyak masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban nya, tidak 
mematuhi perintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan 
kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Tata tertib yang di atur oleh 
Undang-Undang Peraturan Daerah No.02 Tahun 2012 tentang PKL tidak 
di jalankan dengan baik, sehingga tidak terjadi nya ketertiban, kenyamana, 
kebersihan, pengurangan kemacetan lalu lintas yang di harapkan akan 
terwujud dengan adanya Undang-undang yang sudah di berlakukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi. Berdasarkan uraian dari 
bab ke bab yang dipaparkan di atas. Penulis menyimpulkan sebagai 
berikut. 
1. Dalam Perda No. 02 Tahun 2012 Pasal 10, sudah sangat jelas bahwa 
PKL memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati,dan 
Pasal 20 menjelaskan tentang sanksi pidana untuk semua pelanggaran 
yang dilakukan, hanya saja dalam lapangannya masih banyak PKL 
bahkan dari pihak pemerintah nya tidak menjalankan point-point 
dalam undang-undang dengan baik, dan ketidak tegasan pemerintah 
dalam memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran yang terjadi, 
sehingga Pasar Tugu masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib.  
2. Ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat 
dalam undang-undang No. 02 Tahun 2012, telah sesuai dengan 
ketentuan hukum Islam. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan 
masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah. 
B. Saran 
Sebagai akhir dari tulisan ini, izinkan penulis memberikan saran 
kepada berbagai pihak sebagai berikut: 
 1. Kepada pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan bisa lebih 
merespon setiap keluhan dari masyarakat. Pemerintah Kota Bandar 
Lampung diharapkan untuk bisa lebih sering terjun kelapangan agar 
bisa melihat langsung setiap kekurangan yang terjadi di lapangan. 
Mampu meberikan sanksi yang tegas kepada setipa pelanggaran yang 
dilakukan agar tercipta nya kebersihan, kenyamanan di Pasar Tugu 
Bandar Lampung.  
2. Kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan juga mau ikut 
bekerjasama kepada para pihak yang terkait, masalah kebersihan, 
kelayakan fasilitas, dan keamanan akan tercipta dengan baik jika ada 
kesadaran bersama. Tidak menumpukkan kepada satu pihak saja. 
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